BUPATI KOLAKA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA

NOMOR & TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA
NOMOR 3 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH DAERAH KABUPATEN KOLAKA TAHUN 2019 - 2024

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOLAKA,

: a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 264 ayat (5) Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah, menyatakan bahwa RPJMD dapat diubah
apabila berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi
tidak sesuai dengan perkembangan keadaan atau
penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh
pemerintah pusat;

. bahwa dalam melaksanakan ketentuan Pasal 342 Ayat

(1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun
2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata
Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah, maka perlu dilakukan Perubahan atas
Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Kolaka Tahun 2019 - 2024;

. bahwa  berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas
Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Kolaka Tahun 2019 - 2024.

.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945;

.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang

Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
1822);



3.

10.

11.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional
Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

.Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah
dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6349);

.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 358,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);

.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang

Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri nomor 120 Tahun 2018 tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
80 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor
157);



12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata
Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,
serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 1312);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan
Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam
penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 459);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019
tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019
tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
1447);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan
Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang
Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 288);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis
Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

18. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 8
Tahun 2021 tentang Perubahan Perda 9 Tahun 2018
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara 2018-2023;

19. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 6 Tahun
2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah Kabupaten Kolaka Tahun 2005-2025 (Lembaran
Daerah Kabupaten Kolaka Tahun 2009 Nomor 6);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 3 Tahun
2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Kabupaten Kolaka Tahun 2019-2024 (Lembaran
Daerah Kabupaten Kolaka Tahun 2019 Nomor 3);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KOLAKA
dan
BUPATI KOLAKA



MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA NOMOR 3
TAHUN 2019 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN KOLAKA
TAHUN 2019 - 2024

Pasal [

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 3

Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Kolaka Tahun 2019 - 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka
Tahun 2019 Nomor 3) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Bab V Pasal 7 ayat (1) ditambahkan huruf d, huruf e, dan

huruf f sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB V
PERUBAHAN RPJMD
Pasal 7

(1) Perubahan RPJMD dapat dilakukan apabila :

a.

hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses
perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata. cara
penyusunan rencana pembangunan daerah yang diatur
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan babwa substansi
yang dirumuskan, tidak sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan;

terjadi perubaban yang mendasar;

d. asumsi kerangka ekonomi daerah yang tidak sesuai kemampuan

keuangan daerah;

terjadi perubahan yang mendasar sebagai akibat perubahan
kebijakan nasional; dan

terjadi perubahan capaian sasaran tahunan dan mengubah target

pencapaian sasaran akhir pembangunan jangka menengah.

2. Ketentuan dalam Lampiran diubah sebagaimana tercantum dalam

Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Daerah ini.



Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten
Kolaka.

Ditetapkan di Kolaka
pada tanggal, 18 Juli 2022
BUPATI KOLAKA,

TTD

AHMAD SAFEI
Diundangkan di Kolaka

pada tanggal, 18 Juli 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOLAKA,

TTD
POITU MURTOPO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA TAHUN 2022 NOMOR 8
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA PROVINSI
SULAWESI TENGGARA NOMOR (8/55/2022)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

A/

HASIMIN
NIP. 196706021988031014



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA
NOMOR  TAHUN 2022
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA
NOMOR 3 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH KABUPATEN KOLAKA TAHUN 2019-2024

. UMUM

Sebagai pelaksanaan dari ketentuan Pasal 258 ayat (1) dan ayat
(2), Pasal 260, Pasal 263 ayat (4), Pasal 264 ayat (4) Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah
Kabupaten Kolaka telah menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka
Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah (RPJMD) Kabupaten Kolaka Tahun 2019-2024.

Pasca diberlakukannya RPJMD Kabupaten Kolaka Tahun 2019-
2024, terdapat dinamika perkembangan daerah maupun nasional dalam
peraturan  perundang-undangan dan  kebijakan lainnya yang
mempengaruhi perencanaan dalam RPJMD tersebut. Perkembangan
dimaksud berupa terbitnya peraturan perundang-undangan di tingkat
pusat, berpengaruh terhadap perencanaan pembangunan, pengelolaan
keuangan daerah, dan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut yaitu
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah, Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024,
dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang
Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 tahun 2020 tentang Peraturan
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang
Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Kemudian dampak bencana non alam berupa pandemik Corona
Virus Disease 2019 (Covid-19) telah membawa risiko bagi kesehatan
masyarakat dan membawa implikasi bagi perekonomian masyarakat
Kabupaten Kolaka.

Dengan terjadinya perubahan yang mendasar tersebut, maka
Pemerintah Kabupaten Kolaka harus melakukan evaluasi terhadap hasil
RPJMD Tahun 2019-2024 untuk memastikan bahwa visi, misi, tujuan
dan sasaran RPJMD Kabupaten Kolaka Tahun 2019-2024 dapat dicapai,
dengan tetap menjaga keselarasan dan sinergi pembangunan pusat dan
daerah, serta dapat menjalankan amanat dalam beberapa peraturan
perundang-undangan yang telah ditetapkan pada saat RPJMD Tahun
2019-2024.

Berdasarkan ketentuan Pasal 183 Peraturan Menteri Dalam Negeri
86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan
Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan




1.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah, diatur bahwa pengendalian dan evaluasi perencanaan
pembangunan daerah meliputi:

a. Pengendalian dan evaluasi terhadap perumusan kebijakan

perencanaan pembangunan daerah; dan
b. evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan daerah.

Adapun yang dimaksud dengan perubahan yang mendasar
sebagaimana dimaksud pada ketentuan Pasal 7 huruf ¢ Peraturan Daerah
Kabupaten Kolaka Nomor 3 Tahun 2019 mencakup terjadinya bencana
alam, goncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan
keamanan, pemekaran Daerah, atau perubahan kebijakan nasional.

Perubahan RPJMD ditetapkan dengan Peraturan Daerah dan
menjadi pedoman Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan
Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Kolaka.

Berkaitan dengan hal tersebut, perlu dilakukan perubahan atas
Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 3 Tahun 2019 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kolaka
Tahun 2019 - 2024, yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Kolaka.

PASAL DEMI PASAL

Pasal |
Pasal 7
Cukup jelas.
Pasal II
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA NOMOR



